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ABSTRAK 
ANDI ADENALTA N (B111 13 041), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pemalsuan Surat Utang (Studi Kasus 
157/Pid.B/2015/PN.Watampone) dibawah bimbingan Syamsuddin 
Muchtar, selaku Pembimbing I dan Hj. Nur Azisa , selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat utang dalam putusan 
nomor 157/pid.B/2015/PN.WTP dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat utang dalam 
putusan nomor 157/pid.B/2015/PN.WTP. 
 Penelitian ini dilakukan di kota Watampone kabupaten Bone 
tepatnya di Pengadilan Negeri Watampone.  Dengan mempelajari data-
data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan 
yaitu putusan No. 157/Pid.B/2015/PN.WTP., literatur, jurnal ,serta 
perundang-undangan yang terkait dengan maslaah yang dibahas. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pemalsuan surat utang studi kasus  Nomor 
putusan 157/PID.B/2015/PN.WTP yang dilakukan oleh terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum 
dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk.PDM-
13/W.PONE/Epp.2/06/2015 yaitu memalsukan surat dan penggunaan 
surat tersebut telah menimbulkan kerugian. (2) Pertimbangan Hukum 
hakim terhadap  tindak pidana pemalsuan surat utang 
157/PID.B/2015/PN.WTP bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan 
secara yuridis dan sosiologis. Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatanya, terdakwa dalam keadaan sehat 
dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak 
adanya alasan penghapus pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia 
Tahun 1945  menentukan bahwa Negara Kesatuan  Republik Indonesia 
adalah Negara Hukum. Dimana hukum tersebut sebagai alat untuk 
memberikan Keadilan dan Kepastian dalam masyarakat guna mencapai 
tujuan Negara Republik yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut , sering 
terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan kurangnya 
kesadaran hukum oleh masyarakat. Para pihak aparat penegak hukum 
dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada 
asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.  
Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan berkembang 
dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 
Salah satu prinsip hukum yaitu “Ubi ius Ubi Societas” dimana ada 
masyarakat disitu ada hukum . Menurut aliran soisologis, yang dipelopori 
oleh Hammaker, Eugan Ehrlich, dan Max Waber, berpendapat : “ Hukum 
merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum 
adalah gejala masyarakat karenanya perkembangan hukum ( timbulnya, 
  
berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.11 
Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah 
satunya adalah kejahatan pemalsuan. Dewasa ini banyak sekali terjadi 
tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan 
perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya 
intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks 
kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya 
mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), 
yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 
 Tindak pidana pemalsuan sendiri semakin hari semakin marak 
terjadi dan berkembang semakin cepat di kehidupan masyarakat. Hal 
tersebut tidak lepas dari berbagai aspek seperti aspek sosial, lingkungan, 
dan aspek lainnya khususnya ekonomi. Salah satu tindak pidana yang 
terjadi adalah kejahatan pemalsuan surat . Pemalsuan merupakan salah 
satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang 
bertentangan dengan kepentingan umum. 
 Hukum pidana Belanda yang mengikuti Code Penal  mengenai 
pemalsuan, yang memakai istilah faux en ecritures,  maka pemalsuan 
hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap 
                                                          
1
 Hunt, The Sociological Movement in Law, ( London, Billing & Sows, 1978), h. 90  
  
penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan 
cara apapun dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis 
surat ialah empat macam saja.  
Masalah tindak pidana pemalsuan surat ( valcheid in geschriften) 
termasuk kedalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII 
buku ke-2 KUHP, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, 
yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, 
yaitu .  
1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat, 
( Pasal 263 KUHP )  
2. Pemalsuan surat yang diperberat , ( Pasal 264 KUHP )  
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otenik ( 
Pasal 266 KUHP )  
4. Pemalsuan surat keterangan dokter ( Pasal 267-268 )  
5. Pemalsuan surat-surat tertentu ( Pasal 269, 270, 271 KUHP)  
6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik ( Pasal 275 
KUHP )  
7. Meyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat ( Pasal 275 
KUHP ) 2 
Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926  No. 359 jo. 429 , 
Sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan 
                                                          
2
 Adami  Chazawi, Kejahtan Mengenai Pemalsuan , ( Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm 
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tentang ketentuan dapatnya yang dijatuhkan pidana tambahan terhadap si 
pembuat yang melakukan pemlasuan surat dalam Pasal 263 sampai 
dengan Pasal 268 KUHP, berupa pencabutan hak-hak tertentu 
berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.  
Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk 
tindak pidana, masing – masing dirimuskan dalam ayat (1) dan (2) . 
Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut 
dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara, pemalsuan 
surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau yang 
dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, 
namun masing- masing berdiri sendiri, yang berbeda tempus dan locus 
serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.  
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan bentuk kejahatan pidana 
yang menarik perhatian, karena pembuatan surat yang menimbulkan hak 
dan kewajiban pihak lain tanpa pemberitahuan pihak yang dirugikan .Pada 
pemalsuan surat yang objeknya adalah surat diatur pada Pasal 263 ayat 
(1) KUHP, maka telah dilakukan perlindungan kepentingan hukum 
terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi 
surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai bermacam- macam hal, 
misalnya informasi, berita, keadaan tertentu, dan sebagainya. 
 
  
 Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengkaji permasalahan 
tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul .” Tinjauan Yuridis 
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Utang   (Studi Kasus Putusan Nomor 
157/PID.B/2015/PN WTP)” .   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang akan dipecahkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemalsuan surat Utang dalam Putusan No. 
157/PID.B/2015/PN WTP ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap dalam putusan 
No. 157/PID.B/2015/PN WTP ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak pidana 
pemalsuan surat utang dalam putusan No. 157/PID.B/2015/PN WTP. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 
157/PID.B/2015/PN WTP.  
D. Manfaat Penelitian 
Sesuai pokok- pokok permasalahan Penulis, maka tujuan peneltian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Memperluas kajian ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana. 
  
b. Diharapkan berguna sabagai bacaan dan sumber informasi 
mengenai kejahatan pemalsuan surat hutang bagi kalangan 
akademis atau calon peneliti yang akan melakukan penelitian 
lanjutan terhadap tinjauan yuridis yang sama. 
c. Diharapkan dapat mejadi salah satu topik dalam diskusi lembaga 
lembaga mahasiswa khususnya dan civitas akademika pada 
umumnya. 
d. Sebagai informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran 
hukum bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
pemalsuan surat hutang. 
e. Bagi pihak penulis tentunya bermanfaat untuk memperoleh 
pengalaman yang berharga yang dapat menunjang dalam tugas 
masa depan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau delik dalam bahasa belanda disebut sta fbaarfeit 
terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Dari istilah-istilah yang 
masing-masing memiliki arti: Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feith diartikan sebagai tindak 
peristiwa,pelanggaran dan perbuatan.3 
Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara 
pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk 
kepada tindak pidana.Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah 
„perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana.Perbuatan pidana 
menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut.4 
Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena 
istilah peristiwa itu meiputi perbuatan (handelen atau doen, positif atau 
melalaikan (vezium atau nalaten atau niat doen, negative) maupun 
                                                          
3
 Amir Ilyas,2012. Asas-Asas Hukum Pidana,Rangkang Education & PUKAP Indonesia, 
Yogyakarta.Hal 19 
4
 Moeljatno 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 1 
  
akibatnya.Demikian juga penggunaan istilah yang di berikan oleh oleh 
Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana”.5 
Diantara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada 
dasarnya adalah menunjuk kepada pengerian yang sama, yakni 
berangkat dari Strafbaar yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila 
di terjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana.6 
Masih banyak lagi pakar hukum lainnya diantaranya Van Hamel 
yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan 
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechmatiq), 
Strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena 
kesalahan.Sementara Vos mendefinisikan bahwa Stafbaar feit merupakan 
kelakuan atau tingkah laku manusia oleh peraturan perundang-undangan 
diberikan pidana.7 
Menurut Simons, Strafbaar feit merupakan suatu heandeling 
(tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang di 
maksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi 
kesengajaan (dolus)n dan alpa (culpa lata).8 
                                                          
5
 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi.2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hal 207 
6
 Ibid 
7
 Ibid,.Hal 205 
8
 Ibid 
  
Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis 
dan yang bersifat perundang-undangan.Definisi teoritis ialah pelanggaran 
norm (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, 
dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata 
hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum.Demikianlah beberapa 
rumusan-rumusan tentang tindak pidana (strafbear Feit) yang diberikan 
oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.9 
Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang 
berasal dari bahasa latin yakni delictum, sedangkan pengertian delik itu 
sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.10 
Batasan terhadap delik pada umumnya dapat di simpulkan sebagai 
berikut: 
“suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan 
terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kasual dengan 
perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar 
yang membenarkan perbuatan itu”. 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pengertian 
delik itu sendiri tidak dapat di temukan.Tiap–tiap pasal KUHP hanya 
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menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis 
perbuatan yang di aturnya. Syarat-syarat tindak pidana menurut simons:11 
a) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif 
maupun perbuatan pasif. 
b) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, dan akan diancam 
hukuman dan ancaman hukumnya baik tertulis (undang-undang) 
maupun tidak tertulis. 
c) Perbuatan itu harus dapat di pertanggung jawabkan dan perbuatan 
itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahawa tindak 
pidana adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan 
diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus di 
pertanggungjawabkan oleh pelakunya. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Unsur Tindak Pidana menurut Para Ahli  
Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan 
bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan 
unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan 
objektif.Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku 
dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
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dalam hatinya.Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-
unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku 
itu harus dilakukan.12 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana 
yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah: 13 
a. Perbuatan (manusia); 
b.  Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  
Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia 
yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”.Menurut bunyi 
batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana 
adalah:14 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan undang-undang; 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat 
oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak 
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pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam 
undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari 
unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak 
menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 
mengenai perbuatannya. 
Sementara itu Leden Marpaung, juga menyatakan bahwa unsur-
unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan 
uraian sebagai berikut :15 
a. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (an 
act does not make a person guilty unless the min is guilty or actus non 
facit reum nisi mensi si rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah 
kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan dan diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
b. Unsur objektif  
Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas: 
1) Perbuatan manusia berupa: 
a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
b) omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.  
2) Akibat (result) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan 
bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
                                                          
15
 Laden Marpaung, 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Hal 9 
  
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, 
hak milik, kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan ini 
dibedakan antara lain: 
a.) keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b.) keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c.) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman.Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah.Semua unsur delik di atas 
merupakan satu kesatuan.Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa 
menyebabkan terdakwa dibebasakan dari pengadilan. 
b. Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang 
Buku II KUHPidana memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu 
yang masuk dalam kelompok kejahatan sedang Buku III KUHP memuat 
rumusan pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam 
setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada 
pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan 
dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan seringkali juga tidak 
dicantumkan mengenai unsur-unsur lain, baik mengenai objek kejahatan 
maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Unsur 
  
melawan hukum yang dimaksud adalah melawan hukum objektif atau 
subjektif. 
Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui 
adanya 11 unsur tindak pidana , yaitu :  
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum ; 
3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana; 
9) Unsur objek hukum tindak pidana; 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11) Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.16 
Jika diteliti, maka dapat diketahui bahwa diantara 11 unsur tersebut, 
ada unsur yang selalu dicantumkan dalam setiap rumusan dan ada yang 
tidak. Unsur yang selalu dicantumkan ini adalah unsur perbuatan dan 
objek. Oleh karena itu, tidak dapat dipersoalkan lagi, bahwa perbuatan 
dan objek merupakan unsur mutlak. Adapun seperti penganiayaan( Pasal 
351 KUHP) hanya mencantumkan kualifikasi, dan tidak mencantumkan 
semua unsur, termasuk perbuatan dan objek. Keadaan itu merupakan 
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perkecualian, yang alasannya dapat diketahui dari sejarah pembentukan 
penganiayaan tersebut. Bukan berarti penganiayaan tidak ada unsur.  
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, 
yaitu sebagai berikut :17 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdriven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam 
buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delicten) dan tidak pidana materil (materil delicten); 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja/kelalaian (culpose delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
commisionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak 
pidana omisi (delicta omissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana seketika/selesai (aflopende delicten) dan tindak 
pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut voortduren 
delicten); 
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f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (communia delicten, yang dapat dilakukan oleh 
siapa saja), dan tindak pidana propria (propria delicate, yang hanya 
dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu) 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten) 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dapat dibedakan antara tindak pidana yang dipeberat {gequalifceerde 
delicte) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligeerde delicten): 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 
baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya; 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal {enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten); 
l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak 
pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, 
pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 
  
dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-
Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. 
4. Teori Pemidanaan 
Tujuan pemidanaan adalah pembalasan pada umunya yang dapat 
menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan 
pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, namun demikian 
harus juga di utamakan tuntunan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan 
hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada 
orang. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, 
tetapi untuk mempertahankan tertib hukum, maka timbullah teori 
pemidanaan.18 
Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran 
tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:19 
a) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri. 
b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan dan, 
c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan 
kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain 
sudah tidak dapat lagi diperbaiki lagi. 
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Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang 
membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi), diantaranya 
adalah:20 
a) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
b) Teori Relatif atau tujuan (deoltheorien) 
c) Teori gabungan (verenigingstheorien) 
Teori Absolut atau teori pembalasan pertama kali muncul pada akhir 
abad ke-18, dianut oleh Immanuel Kant, Hegen, Herbart, Stahl, Leo 
Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat 
katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum islam yang mendasarkan 
teorinya pada ajaran Al-Qur‟an. Teori pembalasan mengatakan bahwa 
pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki 
penjahat.Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk di 
jatuhkannya pidana itu.Setiap kejahatan harus berakibat di jatuhkan 
pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu, maka teori ini disebut teori 
absolut ,pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang 
perlu di jatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu tindak pidana 
ialah pembalasan.21 
Vos menunujukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi 
atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif 
adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan 
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objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh 
pelaku dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya 
Vos menunjuk contoh pembalasan Objektif, yaitu dua orang pelaku yang 
seorang menciptakan akibat yang lebih serius darai yang lain dan akan 
dipidana lebih berat. Selanjutnya Kant menunjukkan bahwa pidana 
merupakan suatu tuntunan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan 
pidana.Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan 
subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya, Hegel 
memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif 
dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada 
pembalasan Objektif.22 
Teori tujuan atau teori relatif adalah berdasarkan pendirian dan azas 
bahwa tertib hukum perlu diperhatikan.Teori ini mencari dasar hukum 
pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu 
tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-
beda yaitu,: menakutkan, memperbaiki, lalu membinasakan.23 
Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus.Prevensi umum 
mengkhendaki agar orang-orang pada umunya tidak melakukan delik.24 
Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yaitu bahwa 
semua pemidnaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang 
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supaya jangan melakukan kejahatan lagi. Ini nampak pada sifat-sifat 
biadab pada cara melakukan pemidanaan, misalnya dengan dicambuk, 
disiksa dimuka umum supaya orang takut melakukan kejahatan, di 
lkaukan di Jerman pada permulaan Abad ke-19. Sementara pencegahan 
secara khusus adalah dengan cara menakut-nakuti orang yang telah 
melakukan pidana itu sendiri, juga biasa merupakan perbaiki, semuanya 
ini adalah khusus pada si pembuatnya.25 
Teori yang merupakan kombinasi atau gabungan dari teori 
pembalasan dan teori tujuan dinamakan teori gabungan. Menurut teori 
gabungan ini, pertimbangan tentang pemidanaan di samping sebagai 
pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat. Misalnya, ada 
orang tersebut seharusnya dipidana mati itu dibatalkan.26 
Teori gabungan yang pertama, menurut Pompe bahwa teori 
gabungan harus menitik beratkan unsur pembalasannya. Pompe 
mengatakan:27 
“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana 
dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-
cirinya.Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu 
sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan-tujuan sanksi-sanksi 
itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”. 
Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan 
mengatakan:28 
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“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. 
Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan.Jadi, pidana 
dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 
terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”. 
Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan 
keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pemabalasan, tetapi yang 
berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang 
beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakuakan terpidana 
dapat di ukur, ditentukan hal-hal  yang berguna bagi masyarakat.29 
Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata 
tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berta daripada yang di 
timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang 
seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena hanya di jatuhkan 
terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, 
pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana 
adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.30 
Penulis berkesimpulan bahwa teori gabungan ini memandang sama 
antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan 
kedua teori ini mengajakan bahwa penjtuhan hukuman  adalah untuk 
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 
pribadi si penjahat.  
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B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hutang 
1. Pengertian 
a. Pemalsuan 
Tindakan Pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan 
bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam 
masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa 
adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-
dokumen lainnya. Perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi 
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut 
Manusia diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana 
hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu 
sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai 
kebutuhan dan sebagainya. Semua ini dapat berjalan sebagaimana 
mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. 
Tetapi, keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat 
tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan 
pemalsuan. 
Adami  Chazawi mengemukakan bahwa :31 
Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung 
unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang 
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sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.  
Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi 
perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana : 32 
1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu 
barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang 
tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang 
yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang 
tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya. 
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain (sebaliknya dari bergbagai jenis perbuatan 
penipuan) 
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang 
khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan 
dengan mensyratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat 
daripada tulisan atau surat tersebut.  
b. Surat 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian surat 
adalah kertas yang tertulis, secara kertas sebagai tanda atau keterangan, 
sesuatu yang tertulis. Dalam Kamus umum bahasa Indonesia 
menjelaskan bahwa surat adalah yang bertuliskan atau alat untuk 
menyampaikan sesuatu maksud.   
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Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, 
maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti ( makna ). 
Meskipun KUHP tidak memberi secara jelas tentang pengertian surat, 
tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP , maka dapat 
diketahui pengertian surat.  
Pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai berikut .  
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak , sesuatu perjanjian ( kewajiban) atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan 
bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau 
menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu 
asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat 
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, 
dengan human penjara selama-lamanya enam tahun”.  
Berdasarkan pasal diatas, maka yang dimaksudkan dengan surat 
adalah sebagai berikut :  
1. Yang dapat menerbitkan suatu hak ( misalnya : ijazah, karcis tanda 
masu,  surat andil , dll). 
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian ( misalnya : surat perjanjian 
piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli ) . 
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang ( misalnya : 
kwitansi, atau semacamnya ) 
  
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi buku tabungan pos, 
buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll. )  
Dalam KUHP tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis diatas kertas, 
kain, atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat 
tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. 
Tetapi degnan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh 
R.Soesilo didalam KUHP, seperti 33:  
Surat semacam itu , akte Kelahiran, buku tabungan pos, bukub kas, 
buku harian kapal, surat angkutan, obligasi. Dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan surat dalam KUHPidana adalah tulisan yang 
tertulis diatas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan 
menghilangkan hak.  
Menurut Lamintang mengemukakan bahwa :  
Surat adalah sehelai kertas atau yang lebih digunakan untuk 
mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat berupa : 
pernyataan, keterangan , pemberitahuan, laporan, permintaan, 
sanggahan, gugatan, dan lain sebagainya.  
Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, 
frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam 
bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana 
mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran 
mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat kepercayaan 
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masyarakat. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi 
perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum ( 
public fides) pada surat. 34 
c. Utang 
Definisi utang menurut KBBI adalah uang yang dipinjam dari orang 
lain. Sering juga disebut kewajiban, dalam pengertian sederhana dapat 
diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh si 
peminjam uang kepada pihak lain. 
d. Surat Utang  
 Pengertian Obligasi pada umumnya ialah surat utang yang memiliki 
jangka waktu tetap namun memiliki keamanan dari undang-undang. 
Penerbit surat obligasi biasa disebut dengan sipeminjam atau debitur. 
Sedangkan pembeli atau pemegang surat obligasi merupakan bunga 
pinjaman yang mesti dibayar debitur ke kreditur. Penerbitan surat obligasi 
ini biasanya digunakan penerbit surat obligasi untuk mendapatkan 
pembiayaan secara cepat. Investasi berjangka agar memperoleh sumber 
dana dari luar. 
 Tiap –tiap negara menggunakan “obligasi” dan “surat utang” 
tergantung pada lama waktu jatuh tempo pembayaran. Pelaku pasar 
terkadang menyebut surat utang dengan jumlah besar dan ditawarkan 
kepada publik dengan istilah obligasi. Surat utang digunakan untuk 
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penerbitan surat utang dengan nilai kecil, biasa ditawarkan ke public atau 
kepada ke sejumlah kecil investor saja. Memang tidak ada pembatasan 
yang pasti dalam penggunaan kata ini. Ada juga yang dikenal dengan 
“surat perbendaharaan” surat jenis ini dipergunakan oleh sekuriti 
berpenghasilan tetap dengan masa jatuh tempo 3 tahun atau kurang  
e. Pemalsuan Surat Utang 
Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
mempunyai tujuan meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak 
asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama 
halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat  dapat terjadi 
terhadap sebagian isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat 
surat. Misalnya, pembuat yang bertanda tangan yang bernama Saidan, 
diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang yang bernama 
Saidah . 
Berbeda halnya dengan orang yang membubuhkan tanda tangan 
orang lain atas perrmintaanya sendiri. Mengenai hal ini Hoge Raad dalam 
suatu arrestnya memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan, 
bahwa “ barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan 
orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah 
memalsukan tulisan itu”.35 
Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan 
memalsukan surat adalah bahwa membuat suatu surat yang isinya 
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sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau 
palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat 
surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat 
tidak asli.  
Pemalsuan surat utang dapat diartikan sebagai perbuatan yang 
seolah- olah surat  itu berasal dari orang lain selain pembuat surat yang 
menimbulkan suatu utang dengan meniru tanda tangan orang lain dengan 
persetujuan atau tidak.  
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat 
Rumusan pasal tentang pemalsuan surat dalam KUHP pasal 263 , 
sebagai berikut .  
1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang 
dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun 
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
  
Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak 
pidana, masing- masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). 
Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan ayat (1), disebut dengan 
membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara pemalsuan surat 
dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang 
dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan 
namun masing-masing berdiri sendiri yang berbeda tempus dan locus 
tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak 
sama36.  
Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsur 
berikut: 
a) Unsur-unsur objektif 
a. Perbuatannya : 
1) Membuat palsu; 
2) Memalsu; 
b. Objeknya : 
1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; 
2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan; 
3) Surat yang memenimbulkan suatu pembebasan hutang; 
4) Surat yang diperuntukkan bukti daripada suatu hal; 
c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian 
b) Unsur subjektif :  
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d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai seolah –olah isinya benar atau tidak dipalsu.  
Unsur- unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) 
KUHP sebagai berikut37 .  
a. Perbuatan membuat palsu (valschekijk opmaaken) dan perbuatan 
memalsu ( vervalschen)  
Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah 
membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah 
surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan 
membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat 
sebuah surat ( yang sebelumnya tidak ada surat ) yang isi seluruhnya atau 
pada bagian- bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau 
bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh 
perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu surat yang 
tidak asli. 
Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat 
palsu, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, misalnya tanggal (tempus)  
dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan 
dari sebuah kata atau nama asalkan tidak benarnya tersebut dapat 
menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi, 
potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya 
palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan bagian isi yang 
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palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat. Potensialnya 
kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.  
Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian 
tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan 
pemalsuan intelektual (intelectueele valschheids ).  Pemalsuan intelektual 
adalah pemalsuan isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual 
bias merupakan perbuatan membuat surat palsu dan juga bias perbuatan 
memalsu surat.  
b. Objek : Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; yang menimbulkan 
suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang 
diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal 
Dari sudut objek tindak pidana, pemlasuan surat ini hanya dapat dilakukan 
terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat 
macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada 
bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu atau bentuknya. 
Mengenai pemalsuan surat dengan melihat bentuknya tidak 
dirumuskan dalam bentuk umum pada Pasal 263 KUHP, namun 
dirumuskan dalam bentuk yang khusus atau lex Specialis dalam pasal-
pasal lain dalam Bab XII Buku II KUHP. 
1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak  
Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat 
yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak 
tertentu. Ada surat-usurat tertentu yang disebut surat formal yang 
  
keberadaanya melahirkan suatu hak tertentu. Surat semacam itu, 
misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan 
sebagainya. 
2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan  
Dalam setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak, dan 
sebaiknya juga melahirkan suatu hak, dan sebaliknya juga melahirkan 
suatu kewajiban hukum dipihak lain . perikatan yang dimaksudkan dalam 
Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam 
hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun 
perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam 
KUHPerdata. 
3) Surat yang membebaskan hutang  
Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum 
untuk tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hutang 
piutang (objeknya uang) .  
4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal  
Arti diperuntukkan sebagai bukti adalah bahwa surat itu mempunyai 
nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (bewijksracht) . sebuah surat 
yang demikian itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai 
isinya. Dalam hal ini bukan pembuat surat yang menentukan nilai 
pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha 
Negara( administrative gezag ) .  
  
3) Jenis-Jenis Pemalsuan Surat 
Jenis- jenis pemalsuan surat yang termasuk dalam pasal KUHP, 
sebagai berikut :38 
a) Pemalsuan Surat dalam bentuk pokok  
Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, 
secara umum pemalsuansurat yang dimaksud pada pasal tersebut adalah 
pembuatan surat yang palsu/memalsukan surat uang penggunaan sura 
palsu atau yang telah dipalsukan. 
Surat yang dimaksud ialah :  
1) Yang dapat menerbitkan suatu hak ( misalnya ijazah, karcis tanda 
masuk, surat andil, dll )  
2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian ( msianya surat perjanjian 
piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).  
3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang ( misalnya kuitansi 
atau surat semacam itu .  
4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan 
atau peristiwa ( msialnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, 
buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).  
b) Pemalsuan surat khusus 
Pemalsuan surat khusus yang diatur pada Pasal 264 KUHP, orang 
dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat 
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palsu atau yang memalsukan, berikut rumusan R Soesilo dalam KUHP39, 
sebagai berikut:  
1) Mengenai surat otentik; 
2) Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat); 
3) Mengenai saham-saham (aandeel)  atau surat utang atau perserikatan, 
balai, perserroan atau maskapai:  
4) Mengenai talon atau surat tanda utang sero (dividend ) atau tanda 
Bungan uang dari suatu yang diterangkan pada huruf (b) dan (c) atau 
tentang surat keterangan yang dikeluarkan ajan pengganti surat itu; dan  
5) Mengenai surat utang –piutang atau surat perniagaan. 
Perbuatan yang diancam hukum pidana pada Pasal 263 KUHP 
ditambah dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat 
autentik, dan sebagainyadiancam hukuman pada pasal ini lebih berat dari 
pemalsuan biasa.  
c) Pemalsuan akta autentik (dengan isi keterangan palsu )  
Pemalsuan akta autentik dengan isi keterangan palsu diatur dalam Pasal 
266 KUHP. Akta  autentik palsu adalah aktan autentik yang isinya tidak 
berdasarkan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran,  
 Akta autentik terdiri dari :  
1) Akte notaris; 
2) Akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, seperti akte kelahiran dan 
kematian; 
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3) Berita acara dari Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan. 
Yang dihukum berdasarkan Pasal 266 KUHP adalah orang yang 
berwenang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai yang 
berwenang untuk membuat akte atau surat- surat resmi tertentu. 
Kemudian, orang yang degnan sengaja menggunakan surat ( akte) yang 
memuat keterangan tidak benar.  
d) Pemalsuan surat keterangan dokter 
Pemalsuan surat keterangan dokter diatur dalam Pasal 268 KUHP. 
Perbuatan seorang tabib/dokter yang dilarang menurut pasal tersebut 
adalah membuat keterangan palsu. Membuat atau menyusun keterangan 
palsusecara tertulis dan selanjutnya menyerahkan kepada seseorang 
untuk diserahkan kepada orang yang diperuntukkan atau yang telah 
memintanya. 
Seorang tabib/dokter dengan sengaja memberikan surat keterangan 
( bukan keterangan lisan) palsu tentang ada atau tidak adaanya suatu 
penyakit, kelemahan atau cacat, ancaman hukumnya akan ditambah 
apabila surat keterangan yang dipalsu itu digunakan untuk memalsukan 
atau menahan orang dalam rumah sakit gila.  
e) Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik 
  
Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 
KUHP. R Soesilo menjabarkan orang-orang yang dikenakan pasal ini 
sebagai berikut :40 
1) Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan 
tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan 
lain, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan 
surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati 
atau perasaan suka memberi pertolongan. 
2) Orang yang menggunakan surat semcam itu sedang ia tahu akan 
kepalsuaanya.  
f) Pemalsuan surat pas jalan  
Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang menjadi 
objek pemalsuan dalam pasal tersebut adalah : surat pas jalan, surat 
pengganti pas jalan, surat keselamatan ( kaminan atas keamanan diri). 
Surat perintah jalan, surat –surat lain yang diberikan menurut peraturan 
perundang-undangan izin masuk ke Indonesia teresebut dalam LN 
1949 No. 331, misalnya : surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, 
surat izin berdiam. 
g) Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi  
Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi diatur pada Pasal 276 
KUHP, penjelasan R. Soesilo dalam KUHP mengenai masalah tersebut 
adalah : 41 
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1) Menurut L.N terakhir tahun 1902 No. 449, maka pembawaan kerbau 
dan sapi dari satu kawedanan kelain kawedanan harus disertai surat 
pengantar yang dikeluarkan oleh Wadena atau pegawai yang ditunjuk 
untuk itu.  
2) Pegawai yang membuat palsu keterangan (surat pengantar) itu dan 
orang yang dengan sengaja memakai surat pengantar yang 
dipalsukan itu dapat dikenakan pasal ini.  
h) Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri 
Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri dalam Pasal 274 
KUHP. Penjelasan R. Soesilo (1995 : 201)  dalam KUHP mengenai 
masalah tersebut adalah :  
1) Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan dalam pasal 
ini ialah terdiri dari, surat keterangan yang dalam prakteknya banyak 
diberikan oleh para pegawai pamongpraja, termasuk pamongdesa, 
kepada penduduk yang akan membawa keluar atau menjual barang-
barangnya. Untuk menyatakan bahwa barang –barang itu betul milik 
orang tersebut.  
2) Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu perundang-
undangan, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia dipandang perlu, 
guna menghindarkan penahanan barang-barang yang asalnya gelap 
atau dari kejahatan.  
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3) Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam praktek untuk 
memudahkan penjualan barang-barang yang asalnya gelap atau dari 
kejahatan.,  
i) Menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam kejahatan  
Menyedeiakan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan 
salah satu kejahatan diatur dalam Pasal 275 KUHP, penjelasan R.Soesilo 
dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah : 42 
1) Kejahatan yang dimaksud adalah semua yang tertera dalam Pasal 
264 nomor (2) sampai (5).  
2) Menyimpan untuk dapat digunakan oleh sipenyimoan masuk dalam 
pengertian menyediakan.  
4) Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP 
Tindak Pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang 
cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan 
tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat 
pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindak pidana.  
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 
KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 
tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu : 43 
1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat ( Pasal 
263 KUHP )  
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2. Pemalsuan surat yang diperberat ( Pasal 264 KUHP )  
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik ( Pasal 
266 KUHP )  
4. Pemalsuan surat keterangan dokter ( Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP)  
5. Pemalsuan surat-surat tertentu ( Pasal 269, 270, 271 KUHP )  
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak mili Pasal 274 KUHP )  
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP ) 
.  
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya, menurut  Adami Chazawi, 
surat adalah : 44 
“suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari 
kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi 
buah pikiran atau makna tertentu. Yang dapat berupa tulisan dengan 
tangan,  mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetakan dan dengan 
alat dan cara apapun”.  
 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam 
bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan 
pasalanya sebagai berikut:  
1)  Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya 
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
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menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun 
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian 
surat itu dapat menimbulkan kerugian 
Pembedaan prinsip antar perbuatan membuat surat palsu dan 
memalsu surat menurut Adami Chazawi adalah : 45 
1. Bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan 
dilakukan, sebelum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya 
sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau 
palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat 
surat palsu atau surat tidak asli.  
2. Sedangkan dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini 
dilakukan, sudah ada sebelum surat disebut surat asli. Kemudian pada 
surat asli ini terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama si pembuat 
asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula 
benar menjadi surat yang sebahagian atau seluruh isinya tidak benar dan 
bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan 
surat yang dipalsu.  
Bagian inti delik (delicts bestandelen).46 
- Membuat surat palsu atau memalsukan surat; 
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- Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau 
diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang; 
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai 
surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu. 
Menurut Cleiren, ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini 
yaitu. 47 
1. Kepentingan umum (publica fide) , kepercayaan warga dalam hubungan 
masyarakat diperhatikan dalam hal ini. 
2. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat 
terjadi. Kesulitannya, ialah bagaimana dapat dibuktikan kerugian itu harus 
dapat terjadi. 
Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan 
sengaja tetapi sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk0 . Dipidana 
karena memakai atau menyruh memakai sebagai asli dan tidak 
dipalsukan. Ada bagian inti culpa (kelalaian), yang dalam KUHP 
semuanya delik sengaja tidak ada delik culpa dalam pemalsuan surat . 
Pasal 263, 264 dan 266 kuhp adalah delik pemalsuan secara spesifik 
yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang 
diterapkan ialah pencabutan hak tidak ada perampasan. 
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Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan 
mesin tulis. Tulis menjadi soal, huruf, angka apa yang dipakai dengan 
tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan 
surat hanya ternyata48. 
1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang 
atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan 
wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu 
perikatan (verbintenis)  atau pembebasan hutang.  
2. Dibuat palsu  
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu 
atau menyuruh orang lain memakai. 
4. Dengan pemikiran itu dapat ditimbulkan kerugian  
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan karena apa yang diputuskan dilakukan karena apa yang 
diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena 
itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu 
perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, 
bijaksana, serta adail harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim 
adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyrakat yang 
diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan 
adil. 
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Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 
ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan: “Pertimbangan disusun secara 
ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di siding yang menjadi dasar penentuan-
penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini di jelaskan pula dalam Pasal 183 
KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan 
bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-
fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai 
atau mengenal aspek teooritik dan prakrtik, dan pandangan 
doktrin,yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian 
secara limitatif menetapkan pendiriannya.49 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (pasal 52) 
naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern 
Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa 
dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal 
berikut:50 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
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3. Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin pembuat tindak pidana 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan 
9. Pengurus tindak pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan 
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana 
Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim kedalam 2 (dua) 
kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang 
bersifat non-yuridis:51 
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis  
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan 
dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya 
adalah: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan 
hukum pidana, dan lain sebagainya. 
2. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam 
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persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, 
akibat perbuatan terdakwa, dan faktor agama terdakwa. 
Tugas hakim merupakan tugas yang cukup berat karena menentukan 
kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika 
terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat 
fatal. Maka dari itu hakim adalah seseorang yang terpilih untuk 
mengemban amanah rakyat. 
D. Putusan Dalam Perkara Pidana  
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan- 
badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, 
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 
Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan 
memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan 
pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka 
sidang terhadap para saksi, para ahli, surat- surat dan alat bukti lain serta 
terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka hakim ketua sidang segera 
menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan 
kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya. 
Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, 
dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan 
replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa 
duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di 
atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan 
  
dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat 
dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena 
jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan 
atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya, sebagaimana 
disebutkan pada Pasal 182 ayat (2) KUHAP. 
Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim 
mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. 
Musyawarah majelis hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan 
dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang 
berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua 
majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai 
hakim yang tertua. Setelah masing- masing anggota majelis hakim dari 
anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya 
disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir 
diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak 
dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :52 
a. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak; 
b.  Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan 
yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi 
terdakwa; 
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c. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang 
sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 
Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka 
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. 
Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil 
musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan tersebut, dengan 
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Ada kalanya apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, ada 
kalanya pula apa yang didakwakan memang terbukti namun bukan 
merupakan tindak pidana, tetapi masuk dalam ruang lingkup perkara 
perdata atau masuk dalam lingkup tindak pidana aduan, atau bahkan 
tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. 
Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi 
dari seluruh rangkaian hukum acara.53 Betapa banyak waktu, energi, dan 
biaya telah dihabiskan sejak dari penyelidikan, pemeriksaan penyidikan, 
perumusan surat dakwaan, rangkaian persidangan yang lama, 
meletihkan, dan sungguh menguras tenaga, semuanya itu akan berakhir 
pada tahap pembacaan putusan pengadilan. 
Bertitik tolak dari kemungkinan hasil penilaian majelis hakim, 
putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat 
bermacam-macam. Apabila berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa 
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, jika pengadilan berpendapat 
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa 
diputus lepas, sedangkan apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya 
terbukti, maka terdakwa akan dijatuhi pidana. Berikut ini akan diuraikan 
mengenai masing- masing bentuk putusan tersebut. 
1. Putusan Bebas/ Vrijspraak 
Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas 
atau vrijspraak. Menurut Wirjono Projodikoro, vrijspraak diterjemahkan 
dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan 
dengan pembebasan murni.54 Putusan bebas ini merupakan salah satu 
dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa 
dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas, 
berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari 
tuntutan hukum. inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa 
dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. 
Tegasnya terdakwa „tidak dipidana‟.  
Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan 
mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak 
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atau setidak- tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan 
putusan bebas vijspraak ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera 
dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan 
tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut 
penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.  
Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yang berbunyi, 
“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. 
 
Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa- 
peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian 
dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. 
Jadi menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan 
kepada terdakwa apabila:55 
a. Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan; 
b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak 
terbukti” secara sah dan meyakinkan. 
Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana 
Indonesia, pemakaian kata „kesalahan‟ disini kurang tepat karena jika 
kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala 
tuntutan hukum. jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa 
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tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi 
lebih tepat dipakai kata „perbuatan‟ disitu, sehingga berbunyi : “perbuatan 
yang didakwakan tidak terbukti ...” . 
 Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 
sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar 
ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak 
memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami 
ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan 
penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat 
bukti yang sempurna.56  
Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti- bukti yang sah dan 
meyakinkan, bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang 
didakwakan itu, seperti apa yang tercantum pada Pasal 183 KUHAP, 
sebagai berikut : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali 
apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  
 
Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis 
hakim yang bersangkutan, menilai:57 
1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang- 
undang secara negatif; 
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2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. 
Maksud dari poin pertama adalah bahwa berdasarkan pembuktian 
yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan 
terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti 
tersebut tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan menurut poin kedua, 
kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu 
alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP 
sebagaimana telah disebutkan di atas, agar cukup membuktikan 
kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang- 
kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi jika dihubungkan dengan Pasal 
191 ayat 
(1) tersebut, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada 
penilaian dan pendapat hakim.58 
1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak 
terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persdiangan tidak dapat 
membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang 
didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut 
penilaian hakim semua alat buktiyang diajukan, tidak cukup atau tidak 
memdai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa; 
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan 
tidak memenuhi batas minimum pembuktian; 
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3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan 
yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang 
demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 
tersebut, yang mengajarkan pembuktian menurut undang- undang secara 
negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang 
sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal 
kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian 
yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. 
Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan 
pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. 
Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 
dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai 
berikut : 
2. Putusan Pemidanaan/ Veroordeling 
 Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 
dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai 
berikut : 
“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heft 
verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij 
feit en verdachte ook strafbaar acht” (Putusan pemidanaan dijatuhkan 
oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah 
melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa 
perbuatan dan terdakwa dapat dipidana)59 
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Bentuk putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 KUHAP. 
Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana 
sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP ini berbunyi : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti 
seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 
pidana”. 
 
Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika 
kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di 
dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka 
dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri 
terdakwa.  
Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan 
terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan 
berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan 
yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana 
terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut 
pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum 
pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa 
telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah 
  
yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak 
pidananya.60 
Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum 
terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, 
karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah 
berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pemidanaan ini meliputi 
macam- macam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, 
sebagai berikut : 
a) Hukuman pokok 
1) Hukuman mati; 
2) Hukuman penjara; 
3) Hukuman kurungan; 
4) Hukuman denda 
b) Hukuman tambahan 
1) Pencabutan hak tertentu; 
2) Perampasan barang tertentu; 
3) Pengumuman keputusan hakim 
Status terdakwa juga tentu akan berubah setelah putusan 
diucapkan, hal ini diatur pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, yang pada 
dasarnya mengatakan bahwa seandainya saat putusan pemidanaan 
dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama 
atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam 
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status tidak ditahan,sejak penyidikan sampai pemeriksaan persidangan, 
pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diberikan kepada 
terdakwa, yaitu memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam status 
tidak ditahan, atau memerintahkan terdakwa supaya ditahan. Sedangkan 
jika terdakwa tidak dalam status ditahan ketika putusan pemidanaan 
dijatuhkan, maka pengadilan dapat memilih salah satu alternatif untuk 
memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau 
memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan. Pihak- pihak yang 
merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, tidak ada larangan 
untuk naik banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut 
umum dapat menggunakan upaya hukum, apabila keputusan hakim yang 
menjatuhkan hukuman kurang memuaskan. 
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ Onslag Van 
Rechtsvervolging 
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag 
vanrechtsvervolging ini diatur pada Pasal 191 ayat (2), yang bunyinya 
adalah sebagaiberikut : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. 
Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan 
jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun 
perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.  
Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van 
rechtavervolging) atau biasa disingkat saja onslag. Jadi apabila menurut 
  
pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang 
didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang 
terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka 
terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan 
hukum.61 
Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana 
yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:62 
i. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan 
meyakinkan; 
ii. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 
Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah 
kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut 
tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum 
perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.  
Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang 
menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana 
menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau 
adanya alasan- alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44, 
kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya 
oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 kalau terdakwa melakukan 
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perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (overmacht), Pasal 49 kalau 
terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh 
orang lain dan harus membela diri (noordeer), Pasal 50 kalau terdakwa 
melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- 
undangan, atau menurut Pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan 
untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang 
pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang- orang yang melakukan 
perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan- alasan 
pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah 
disebutkan di atas.63 Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa in 
persona terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti 
lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum 
sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak 
terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur 
salah schuld di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja. 
Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah 
baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang- undang maupun dari 
segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP. Akan 
tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak 
merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan 
yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang 
lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan 
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kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya 
berupa quasi tindak pidana, seolah- olah penyidik dan penuntut umum 
melihatnya sebagai perbuatan pidana. 
Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah- olah 
sama dengan putusan bebas, karena sama- sama tidak menimpakan 
hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. 
Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, 
karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi 
kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. 
Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang 
tidak sebenarnya (onzuivere rechtsspraak). Pembebasan ini memiliki dua 
arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya 
juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari 
tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut:  
Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat 
bahwa unsur- unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, 
karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan 
kehendak undang- undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria 
subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria 
objektif, yang harus dituruti. 
Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada 
  
dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk 
membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur 
pada Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192. 1) Bila perbuatan yang 
didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti : (a) Perbuatan yang 
tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang- undang; (b) 
Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya; 2) Bila terdakwa 
tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak 
pidana, seperti : (a) Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat 
diatasi; (b) Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab 
atas perbuatan yang dilakukan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan 
penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab 
semua objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. 
Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi Penelitian di Pengadilan 
Watampone di Kabupaten Bone.  
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai 
berikut :  
1. Data Primer 
Data primer, yatitu data empirik yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber 
informasi yaitu panitera dan hakim di Pengadilan Negeri Watampone.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literature, hasil 
kajian melalui media elektronik yang ada sekarang ini.. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berdasarkan, yaitu: 
  
1. Penelitian kepustakaan ( Library Research ) 
Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca 
referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen-
dokumen terkait dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder. 
2. Wawancara ( Interview ) 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan, maka 
penulis mengadakan interaksi langsung dengan mengajukan pertanyaan 
terhadap Hakim Pengadilan Negeri Watampone. 
D. Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder, dianalisis secara kualitatif.Selanjutnya data tersebut dituliskan 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
hasil penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
B. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam perkara Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat putusan nomor 157/pid.b/2015/PN.WTP 
Hukum pidana berdasarkna materi yang diatumnya, terdiri atas 
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sebelum membahas 
mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang diteliti, 
maka terlebih dahulu Penulis akan munguraikan hal-hal yang berkaitan 
hukum pidana materil. Terkait itu , Tirtamidjaja menyatakan :  
“  Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
pelanggaran  pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukum atas pelanggaran pidana.64 
Kemudian J.M Van Bemmelen mengemukaan sebagai berikut :  
“ Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peratuan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap itu. 65 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah 
yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum 
pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan 
hukum pidana materil. Sebelum Penulis menguraikan lebih lajut 
mengenai penerapan hukum pidana materil dalam putusan 
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157.Pid.B/PN.WTP, Penulis akan membahas mengenai uraian posisi 
kasus tersebut terlebih dahulu.  
1. Identitas Terdakwa 
Terdakwa Bernama ASNIANA NUR, A.Ma Binti MUHAMMAD 
NUR, Alamat : Jl. Kesehatan, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, 
Kab. Bone, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga  
2. Posisi Kasus 
Tindak pidana pemalsuan surat, yang dilakukan oleh tersangka 
saudari ASNIANA NUR, A.Ma binti MUHAMMAD NUR, yang terjadi 
pada tanggal 03 Mei 2011 bertempat di Jalan Andalas No. 44 Kel. 
Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengancara tersangka 
meminjam uang saudari Hj. MERSYAMI Binti ANDI SANDUSING 
sebanyak Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan akan dikembalikan 
sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah ) dengan menyampaikan 
bahwa yang meminjam uang bukan dirinya tetapi Saudari HAJJA 
KARTINI SAPPE Binti H. ABU BAKAR dan saudai ASNIANA NUR, 
A.Ma  Binti MUHAMMAD NUR kemudia memalsukan tanda tangan 
korban Saudari HAJJA KARTINI SAPPE Binti H. ABU BAKAR pada 
selembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam 
juta rupiah) tersebut dan setelah berjalan beberapa tahun anak dari 
Saudari Hj.MERSYAMI Binti ANDI SANDUSING yang bernama 
Saudari A. YENA YEKTI NINGSIH S.Pd Binti H. JUNAID ANDI 
PAWENNA kemudian menagih langsung pinjaman tersebut ke 
  
Saudari HAJJA KARTINI SAPPE Binti H. ABU BAKAR, dan Saudari 
HAJJA KARTINI SAPPE Binti H. ABU BAKAR menyangkal dan tidak 
pernah mengakui meminjam uang, dan setelah diperlihatkan selembar 
kwitansi tanda penerimaan yang ada tanda tangannya, Saudari 
HAJJA KARTINI APPE Binti H. ABU BAKAR juga menyangkal tanda 
tangan tesebut dan mengatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu 
sehingga Saudari HAJJA KARTINI SAPPE Binti H. ABU BAKAR 
keberatan dengan adanya perbuatan saudari ASNIANA NUR, A.Ma 
Binti MUHAMMAD NUR yang telah memalsukan tanda tangannya dan 
merasa dirugikan dengan adanya tagihan –tagihan utang yang tidak 
pernah dilakukannya tersebut dan Saudari HJ. MERSYAMI Binti ANDI 
SANDUSING juga mengalami kerugian sebanyak Rp 5.000.000,- ( 
lima Juta rupiah) dengan adanya perbuatan saudari ASNIANA NUR, 
A.Ma Binti MUHAMMAD NUR tersebut.  
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Kasus perkara tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan posisi 
kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan Jaksa penuntut 
umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara 
alternatif yaitu :  
Pertama :   
Bahwa ia terdakwa ASNIANA NUR, A.Ma Binti MUHAMAD NUR 
pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2011 sekitar jam 13.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 
  
bertempat Jl. Andalas No 44 Watampone Kab.Bone atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah 
Hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan   sengaja membuat 
surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud 
unutk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana 
terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan 
sebagai berikut : 
1. Pada awal mulanya terdakwa ASNIANA NUR, A.Ma Binti 
MUHAMMAD NUR mendatangi rumah per. Hj. ANDI MERSYAMI 
dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp. 5.000.000 ( 
lima juta) dengan mengatas namakan saksi korban Hj. Kartini lalu 
per. Hj. ANDI MERSYAMI mengatakan kepada terdakwa “kasi 
ketemuka orangnya” kemudian dijawab lagi terdakwa bahwa “ Ibu 
Hj. Kartini Malu datang dan meminta diwakili saja”  selanjutnya per. 
Hj. ANDI MERSYAMI mengatakan lagi “ barang apa jaminannya “  
dijawab lagi terdakwa bahwa jaminannya sepeda motor sepeda 
motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban” sehingga 
permintaan terdakwa dikabulkan sebanyak Rp.5.000.000 ( lima 
juta) dengan kesepakatan uang kembali sebesar Rp 6.000.000 ( 
enam juta rupiah ) akhirnya dibuatkanlah kwitansi penerimaan dan 
meminta supaya korban Hj. KARTINI yang bertanda tangan di 
kwitansi penerimaan tersebut.   
2. Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama 
kemudian datanglah kembali terdakwa membawa 1 (satu ) unit 
sepeda motor Honda Beat warna hitam dan selembar kwitansi 
penerimaan barmaterai lengkap dengan tanda tangan saksi korban 
per. Hj.KARTINI  
3. Bahwa Sekitar beberapa bulan kemudian datanglah pembiayaan 
yang menarik motor tersebut dengan alasan angsuran motor telah 
menunggak, lalu perHJ. ANDI MERSYAMI memanggil terdakwa 
untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan disitulah terdakwa 
mengakui kalau motor yang sebagai jaminan itu bukan milik saksi 
korban melainkan motor itu milik terdakwa sendiri.  
4. Bahwa sekian lamanya uang tersebut belum, dikembalikan maka 
per. HJ.ANDI MERSYAMI menyuruh anaknya per. ANDI NINGSI 
untuk melakukan penagihan dirumah saksi korban dengan 
memperlihatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang yang telah 
ditanda tangani oleh saksi korban sendiri, akhirnya saksi korban 
langsung kaget dan menyangkal setelah melihat kwitansi tersebut 
karena saksi korban merasa dirinya tidak pernah meminjam uang 
kepada per. Hj. ANDI MERSYAMI apa lagi menandatangani 
  
kwitansi tersebut dan tanda tangan di kwitansi itu bukanlah tanda 
tangannya melainkan dipalsukan.  
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi korban 
merasa malu dicemarkan nama baiknya dan merasa dirugikan 
adanya pemalsuan tanda tangan miliknya tersebut menimbulkan 
utang bagi saksi korban yang tidak pernah saksi korban lakukan. 
 
 Bahwa perbuatan terdakwa ASNIANA NUR, A.Ma Binti 
MUHAMMAD NUR tersebut sebagaimana di atur dan diancam 
Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.  
ATAU 
Kedua :  
Bahwa ia terdakwa ASNIANA NUR, A.Ma Binti MUHAMAD NUR 
pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2011 sekitar jam 13.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 
bertempat Jl. Andalas No 44 Watampone Kab.Bone atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Watampone, dengan   sengaja menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu 
hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
palsu , perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta 
rangkaian perbuatan sebagai berikut :  
1. Pada awal mulanya terdakwa ASNIANA NUR, A.Ma Binti 
MUHAMMAD NUR  mendatangi rumah per. HJ. ANDI MERSYAMI 
dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp. 5.000.000,- ( 
lima juta rupiah ) mengatas namakan saksi korban, lalu per. Hj. 
ANDI MERSYAMI mengatakan kepada terdakwa “ kasi katemuka 
orangnya´ kemudian dijawab lagi tedakwa bahwa “ ibu HJ.KARTINI 
malu dating dan meminta diwakili saja´selanjutnya per. HJ.ANDI 
MERSYAMI mengatakan lagi “ barang apa jaminannya ”  dijawab 
lagi terdakwa bahwa “ jaminannya sepeda motor Honda Beat warna 
hitam milik saksi korban “ sehingga permintaan terdakwa 
dikabulkan sebanyak Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dengan 
kesempatan uang kembali sebesar Rp 6.000.000 ,- ( enam juta 
rupiah ), akhirnya dibuatkanlah kwitansi penerimaan dan meminta 
supaya korban Hj. KARTINI yang bertanda tangan di kwtansi 
penerimaan tersebut. 
2. Bahwa tidak lama kemudian datanglah kembali terdakwa 
membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 
selembar kwitansi penerimaan bermaterai lengkap dengan tanda 
tangan saksi korban HJ. KARTINI. 
  
3. Bahwa sekitar beberapa bulan kemudian datanglah pembiayaan 
yang menarik motor tersebut dengan alas an angsuran motor telah 
menunggak, lalu per. HJ ANDI MERSYAMI memanggil terdakwa 
untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan disitulah terdakwa 
mengakui kalau motor yang sebagai jaminan itu bukan milik saksi 
korban melainkan motor itu milik terdakwa sendiri. 
4. Bahwa sekian lamanya uang tersebut belum dikembalikan maka 
per. HJ. ANDI MERSYAMI  menyuruh anaknya per. ANDI NINGSI 
untuk melakukan penagihan di rumah saksi korban dengan 
memperlihatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang yang telah 
di tanda tangani oleh saksi korban sendiri, akhirnya saksi korban 
langsung kaget dan menyangkali setelah melihat kwitansi tersebut 
karena saksi korban merasa tidak pernah meminjam uang kepada 
per. HJ. ANDI MERSYAMI apa lagi menandatangani kwitansi 
tersebut dan tanda tangan di kwitansi itu bukanlah tandan 
tangannya melainkan telah dipalsukan.  
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi korban 
merasa malu dicemarkan nama baiknya dan merasa dirugikan 
adanya pemalsuan tandan tangan miliknya tersebut menibulkan 
utang bagi saksi korban yang tidak pernah saksi korban lakukan  
 perbuatan terdaka ASNIANA NUR. A.Ma Binti MUHAMMAD 
NUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 310 ayat (1) KUHPidana. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
 Tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 4 
Agustus 2015 , No PDM-13/W.PONE/EPP.2/05/2015, yang pada 
pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa ASNIANA NUR binti 
MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam dakawaan 
alternative, sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agarMajelis 
Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan ::  
 
1. Menyatakan terdakwa Asniana Nur, A.Ma binti Muhammad Nur 
dengan pidana pemalsuan surat berupa kwitansi sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP. 
  
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwan Asnia Nur, A.Ma binti 
Muhammad Nur dengan pidana penjara 4 ( empat ) bulan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi 
penerimaan uang tertanggal 03 Mei 2011 dikembalikan kepada 
pemiliknya. 
4. Menyatalkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
  
5. Amar Putusan  
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya 
sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini ; 
Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ; 
Mengingat Pasal 263 ayat (1) dan pasal-pasal dalam KUHAP serta 
peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; 
 
MENGADILI : 
 
1. Menyatakan terdakwa Asniana Nur, A. Ma binti Muhammad Nur 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “ pemalsua surat”; 
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 4 (empat ) bulan ; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah 
dijalani oleh terakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
a. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi 
penerimaan uang tertanggal 03 Mei 2011 dikembalikan kepada 
pemiliknya; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- 
(dua ribu rupiah). 
  
Demikian diputus pada hari ini : Selasa ,Tanggal 11 Agustus 2015 
dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Watampone, dengan Susunan Majelis : I WAYAN SOSIAWAN, SH. 
MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMKA , SH.MH dan 
KHAERUNNISA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan 
pada hati itu juga putusan tersebut diucapkan dalam siding yang 
terbuka umtuk umum, , dibantu oleh ERNA HARUN, SH., Panitera 
Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, dihadiri oelh HARNAWATI, 
SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone,dan 
Terdakwa.- 
6. Analisis Penulis 
Pertama yang harus dilihat dalam perkara ini adalah syarat formil 
dan materil surat dakwaan dan putusan,  karena didalam KUHAP telah 
di atur secara jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjadi syarat formil dari surat 
dakwaan yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat 
jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutakan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat 
dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan batal 
demi hukum. Jika dilihat dari surat dakwaan dengan Nomor 
Reg,Perkara: PDM-13/W.PONE/EPP.2/06/2015, maka syarat formil dan 
  
materil surat dakwaan tersubut sudah memenuhi ketentuan yang diatur 
dalam KUHAP. 
Sedangkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan 
bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat: 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “ DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “, 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, 
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemerikasaan disidang yang menjalani dasar penentuan kesalahan 
terdakwa, 
e. Tuntutan pidana, sebagaiamana terdapat dalam surat tuntutan, 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, 
g. Hari dan tanggal di adakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana di sertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 
  
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang 
bukti, 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan, 
l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutuskan dan nama panitra 
Surat Putusan Nomor 157/Pid.B/2015/PN.WTP secara ketentuan 
telah memenuhi syarat. 
  Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan 
masalah yang ada pada bab sebelumnya, yakni mengenai 
penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana 
Kehutanan dan pertimbangan hakim sesuai dengan putusan kasus 
ini. 
 Dalam kasus tindak pidana diatas terdapat 4 (empat) orang saksi 
yang disumpah yakni: 
1. Saksi Hj. Kartini Sappe binti H. Abu BAkar 
2. Saksi A. Yena Yekti Ningsih . S.Pd  
3. Saksi Hj. Mersyami binti A. Sandusing 
  
4. Saksi Sulastri Novita, SH binti Muh. Suli  
Tindak pidana dalam bidang Pemalsuan surat ini diatur 
dalam Pasal 263 – 276 KUHPidana . 
Bahwa penuntut umum menggunakan surat dakwaan 
alternatif  yaitu mendakwa dengan Pasal 263 ayat (1) atau Pasal 
310 ayat (1) 
Pasal 263 ayat (1): 
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkah sesuatu hak, perikatan atau pembebasan 
hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu 
hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsu, dipidana jika pemakain tersebut dapat menimbulkan 
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam ) tahun. “ 
 Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran 
selengkap - lengkapnya pada Putusan Nomor 
157/pid.B/2015/PN.WTP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Watampone yang menangani perkara ini telah meneliti secara 
cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan- 
keadaan yang berlangsung selama persidangan, fakta- fakta 
  
yang digali dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan 
keterangan para Terdakwa sampai pada barang bukti sehingga 
diperoleh keyakinan bahwa para terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemlasuan surat 
sebagaimana yang terlampir di surat dakwaan pertama. 
 Melihat pada kasus posisi, penuntutan didasarkan atas 
laporan HJ. KARTINI SAPPE binti H. ABU BAKAR yang 
merupakan korban yang tanda tangannya telah palsukan oleh 
terdakwa karena merasa sudah tidak nyaman lagi. 
 Penulis membenarkan tindakan yang diambil oleh HJ. 
KARTINI SAPPE binti H. ABU BAKAR selaku korban karena 
merasa haknya dilanggar. Dalam dal demikian kiranya juga perlu 
diperhatikan pendapat ahli yaitu M,Yahya Harahap yang 
menyatakan bahwa undang-undang telah membagi dua 
kelompok pelapor yaitu :66 
a) Orang yang diberi “ Hak “ melapor atau mengadu  
Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat 
menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana 
terjadi. “ berhak “ menyampaikan laporan kepada penyelidik 
atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan 
laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang “ 
                                                          
66
 O.C Kaligis, 2010,Koin Peduli Rita; Indonesia Against Justice, Jakarta, Indonesia Against Justice, 
hlm 46-47  
  
mendengar “ . Menurut M. Yahya Harahap, pendengaran 
tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk 
melapor adalah realistis dan rasional, karena sangat sulit 
menjamin kebenaran dan keobjektifan pendengaran, bias 
merupakan berita palsu atau bohong atau tidak sesuai 
dengan sebenarnya.  
b) Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban “hukum  
Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok a). Dalam 
kelompok ini sifat pelaporan merupakan “ kewajiban  bagi 
orang-orang tertentu, yaitu mengetahui pemufaktan untuk 
melakukan hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam 
rangka meaksakana tugas, mengetahui terjadinya tindak 
pidana. 
berdasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh jaksa Penuntut 
Umum, setelah dilakukan proses pemeriksaan berdasarkan keterangan 
saksi dan barang bukti kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut pada 
Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat  sebagaimana diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana  
tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsurnya adalah :  
a. Barang siapa; 
b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang 
ataupun yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan; 
  
c. Pengguanaanya dapat menimbulkan suatu kerugian; 
d. Dengan maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli 
dan tidak dapat dipalsukan atau untuk membuat orang lain 
mempergunakan surat itu. 
Sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini 
dakwaannya bersifat alternative , maka majelis langsung 
mempertimbangkan tindak pidana yang sesui dengan fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama . Oleh sebab itu untuk 
membuktikannya mari kita mengkaji unsur-unsur tersebut 
a. Unsur “ Barang Siapa”;  
 Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oeh Undang-
Undang adalah siapa saja tanpa terkecuali sebagai pendukung hak dan 
kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana 
yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan 
perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Asniana 
Nur, A.Ma binti Muhammad Nur; dan berdasarkan keterangan para saksi 
dibawah sumpah dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa 
benar  terdakwa adalah orang yang bernama Asniana Nur, A.Ma binti 
Muhammad Nur, oleh karena itu sudah jelas unsur “barangsiapa” telah 
terpenuhi dan sah menurut hukum; 
b. Unsur “ membuat surat palsu atau memalsukan surat”  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No: Lab : 
29/DTF/2015 tanggal 29 Januari 2015 disimpulkan bahwa tanda tangan 
  
atas nama HJ Kartini sappe yang terdapat pada 1 (satu ) lembar kwitansi 
yang diterima HJ. Andi Mersyami yang tertanggal 3 Mei 2011 Non identik 
atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HJ 
Kartini Sappe , berdasarkan fakta hukum terungkap maka unsur “ 
membuat surat palsu atau memalsukan surat “ telah terpenuhi . 
c.  Unsur “yang dapat menimbulkan suatu hak / atau pembebasan hutang 
yang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal “ 
 unsur ini bersifat alternatif apabila membuat surat palsu atau 
memalsukan surat dapat menimbulkan salah satunya maka terbuktilah 
unsur tersebut. Dalam perkara ini unsur ketiga telah terpenuhi timbulnya 
suatu hak perikatan / perjanjian bahwa sejak tanggal 3 Mei 2011 Hj. 
Meryami telah menitipkan uang sejumlah Rp.6.000.000 ( enam juta 
rupiah) kepada Hj. Kartini Sappe dan uang tersebut  harus dikembalikan 
pada tanggal 3 Juli 2011 oleh Hj.Kartini Sappe kepada Hj. Mersyami .  
d. Unsur “Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan” 
 Berdasarkan fakta persidangan bukti berupa kwitansi penerimaan 
tertangal 3 Juli 2011 dengan nilai nominal Rp.6.000.000 (enam juta 
rupiah) ditanda tangani oleh terdakwa, sedangkan sebagai penerimanya 
adalah korban Hj.Kartini Sappe, Terdakwa memalsukan Tanda tangan 
korban agar mendapatkan pinjaman dari HJ. Mersyami, seolah-olah yang 
meminjam HJ kartini sappe. Oleh karena itu unsur tersebut sudah 
terpenuhi .  
  
e. Unsur “Dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain “  
Dengan   penggunaan kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 
2011 tersebut telah membuat HJ. Mersyami memberi uang pinjaman oleh 
terdakwa sebesar Rp.5.000.000 dan karena belum di bayar atau 
dikembalikan sampaitanggal 3 Juli 2011 sebagaimana yang diperjanjikan 
dalam kwitansi , telah menimbulkan kerugian materi bagi Hj, Merdaymi , 
sedangkan bagi Hj Kartini sappe menanggung kerugian immaterial berupa 
rasa malu dan nama baiknya di cemarkan. Oleh karena itu unsur tersebut 
telah terpenuhi.  
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat melihat dan 
menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi 
dan terbukti menurut hukum. 
Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan juga 
semakinmembuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
 
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 
157/PID.B/2015/PN WTP. 
1. Pertimbangan hakim 
 Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan 
putusan kepada Terdakwa. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya lebih 
mempertimbangkan dengan penuh ketelitian , kecermatan serta pengusaan yang 
mendalam tentang uraian kasus posisinya karne putusan Hakim merupakan 
mahkota dan punvak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, 
  
hak asasi, pengusaan huku,, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim 
yang bersangkutan. Untuk itu Hakim di tuntut melakukan kegiatan menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan 
melihat bukti- bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu 
mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta 
menghubungkan dengan huku, yang berlaku kemudian memperikan seuatu 
kesempiulan dengan menetepkan suatu hukum terhadap peristiwa itu  
 Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertmbangan yang kuat 
sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil- adilnya. Dalam 
putusan Hakim aspek pertimbangan- pertimbangan yuridis tetrhadap tindak 
pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting. Dimana 
pertimbangan- pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar 
terhadap putusan Hakim. Pertimbangan Yuridis merupakan pembuktian unsur- 
unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah 
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwan oleh penuntut 
umum.  
 Pertimbangan Hakim  terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :  
Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didalamdakwaannya tersebut 
, didakwa :  
 PERTAMA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 263 ayat (1 ) KUHP 
ATAU 
  
 KEDUA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 310 ayat (1)  
 menimbang, oleh karena dakawaan Penuntut Umum disusun secara 
alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat untuk 
mempertimbangkan sesuai dengan pebuatan terdakwa. 
 Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan 
PERTAMA sebab menurut Majelis Hakim dakwaan tersebutlah yang paling tepa 
untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap  
- Unsur 1 : Barang siapa  
- Unsur 2 : membuat surat palsu atau memalsukan surat  
- unsur 3 : yang dapat menimbulan suatu hak/ perikatan atau pembebasan 
hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal  
- Unsur 4 : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan 
- unsur 5 : dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. 
Ad. Unsur 1  
 Menimbang , bahwa kata” barang siapa” ditujukan pada orang subyek 
hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan, yang apabila orang itu terbukti 
memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1 )  
  
 Membang bahwa, terdakwa telah mengakui dan menyebutkan identitas 
dirinya sebgaiaman yang tercantum dalam surat dakwaan, yakni bernama 
ASNIANA NUR binti MUHAMMAD NUR, sehingga unsur “ barang siapa “ sudah 
jelas ditujukan kepada terdakwa tersebut. 
Ad Unsur 2  
 Menimbang, bahwa kata “ ,membuat surat palsu atau  memalsukan surat”  
ialah yang isinya bertentangan dengan kebenaran.  Disini surat itu semula tidak 
ada lalu dibuat menjadi ada, yang isinya bertentanga dengan kebenaran. 
.adapaun yang dikatakan “ memalsukan Surat : ialah merubah dan atau 
mengganti sebagian isi surat yang sudah ada sehingga menjadi bertentangan 
dengan kebenaran.  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No: Lab : 
29/DTF/2015 tanggal 29 Januari 2015 disimpulkan bahwa tanda tangan 
atas nama HJ Kartini sappe yang terdapat pada 1 (satu ) lembar kwitansi 
yang diterima HJ. Andi Mersyami yang tertanggal 3 Mei 2011 Non identik 
atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HJ 
Kartini Sappe ,  
Menimbang, bahwa Profesri simons  berpendapat bahwa membuat 
surat palsu bukah hanya dapat dilakukan mengenai isi surat, melainkan 
juga mengenai tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut. Menurut 
Yurisprudensi HOGE RAAD, sepucuk surat dibuat secara palsu jika dapat 
menimbulkan kesan seolah- olah surat tersebut telah dibuat oleh orang 
yang tanda tangannya tertera dalam surat itu.  
  
Menimbang bahwa, dalam persidangan terungkap fakta hukum 
bahwa terdakwa, yang melakukan pemalsuan tanda tangan korban HJ. 
Kartini Sappe . Dengan demikian  unsur kedua telah terpenuhi. 
Ad. Unsur 3 
 Menimbang, bahwa kata” yang dapat menimbulkan suatu hak/ 
perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada suatu hal” 
Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, oleh karena berdasarkan kwitansi 
tertanggal 3 Mei 2011 yang di tanda tangani terdakwa tersebut imbul 
suatu perikatan/ perjanjian bahwa sejak tanggal 3 Mei 2011 Hj.Mersaymi 
telah meminjamkan uang sejumlah Rp 6.000.000 ( enam juta rupiah) 
kepada Hj Kartini sappe dan harus dikembalikan pada tanggal 3 Juli 2011 
oleh Hj, Kartini Sappe 
Ad. Unsur 4  
 Menimbang, bahwa kata” dengan maksud untuk memakai atau 
menyruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar 
dan tidak dipalsukan. Majelis memperoleh fakta hukum yaitu : Bahwa 
benar barang bukti berupa kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 
2011 dengan nilai nomial Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah ) ditanda 
tangani oleh terdakwa, sedangkan sebagai penerimanya adalah korban 
Hj. KArtini sappe, bahwa benar saksi korban Hj. Kartini Sappe tidak 
  
pernah menandatangani kwitansi tertanggal 3 Mei 2011 , Bahwa benar 
terdakwa menggunakan kwitansi tersebut untuk mendapatkan pinjaman 
dari Hj, Mersyami dengan jaminan sebuah sepeda motor Honda Beat, 
seolah-olah yang meminjam dan menandatangani kwitansi tersebu adalah 
Hj. Kartini Sappe. Dengan uraian diatas unsur keempat telah terpenuhi. 
Ad.Unsur 5 
Menimbang bahwa kata” dapat mendatangkan suatu kerugian bagi 
orang lain “Majelis telah memperoleh fakta hukum bahwa benar 
pengguanaan kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 2011 tersbut 
telah membuat Hj. Mersyami memberi uang pinjaman yang diteriam oleh 
terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan karena belum 
dibayar atau dikembalikan sampai tanggal 3 Juli 2011 sebagaimana yang 
diperjanjikan di kwitansi menimbulkan kerugian materil Hj, Mersyami , 
sedangkan Hj. Kartini Sappe menanggung kerugian immaterial berupa 
rasa malu dan nama baiknya tercoreng. Berdasarkan fakta hukum unsur 
kelima telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam dakwaan 
pertama telah dapat dibuktikan, maka dakwaan kedua yang bersifat 
alternatif , tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; 
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa 
dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan 
pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga 
terdakwa haruslah dinilai sebagai orang yang mampu bertanggungjawab 
secara hukum atas segala perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan 
suatu tindak pidana dan ternyata terdakwa secara hukum adalah orang 
  
yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus 
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaukan tindak 
pidana yang didakwakan dan oleh karena kesalahannya tersebut, menurut 
hukum dan ekadilan terdakwa harus dipidana; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah 
dilakukan penangkapan dan penahan secara sah menurut hukum, maka 
Maka majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan 
dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;  
Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa masih dalam 
status tahanan dan ternyata tidak ada alsan untuk mengeluarkan 
terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap 
berada dalam tahanan ;  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam 
perkara ini berupa 1 ( satu) lembar kwitansi penerimaan uag tertanggal 3 
Mei 2011 haruslah dikembalikan kepada pemiliknya; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal- hal yang 
memberatkan dan meringankan pidana; 
Hal- hal yang memberatkan : 
 Pinjaman yang didasarkan atas kwitansi yang dipalsukan 
sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa :  
Hal – hal yang meringankan :  
 Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ; 
 Terdakwa menyesali perbuatannya; 
 Terdakwa mengaku belum pernah dihukum  
 Antara terdakwa dengan Hj. Kartini Sappe telah ada 
perdamaian; 
  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana, maka 
kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya dalam perkara . 
2. Analisis Penulis  
Berdasarkan teori pembuktian undang – undang secara negatif, 
keputusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim 
sendiri serta dua dari lima alat bukti yang sah. Dengan demikian, alat bukti 
dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausalitas (sebab 
akibat). Hal ini adipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 
isinya;  
“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 
dengan suatu perbuatan, dengan alat- alat bukti tersebut dapat 
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 
hakim sebagai atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh terdakwa. 67, Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat 
bukti yang sah ialah :  
a. keterangan saksi;  
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b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
 Apabila dikatikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Watampone 
No 157/pid.B/2015/PN.WTP , yang dijadikan pertimbangan yruidis oleh 
hakim adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang 
dimaksud ialah dalam bentuk alat- alat bukti sebagaimana dalam Pasal 
184 ayat (1) KUHAP. Berikut penulis akan memaparkan mengenai alaat 
bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi =, 
keterangan para Terdakwa beserta dengan barang bukti. 
1). Mengenai keterangan Saksi  
 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana 
yang ia dengar sendir, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi ialah salah satu kewajiban 
setiap orang. Orang yang mejadi saksi setelah dipanggil pada suatu siding 
pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak 
kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentua undang – 
undang yang berlaku. Keterangan seorang saksi baru mempunyai nilai 
  
pembuktian apabila saksi tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum 
memberikan keterangan.,  
 Untuk membuktikan terdakwa dalam Putusan Nomor 157/ 
pid.B/2015/PN.WTP. Majelis Hakim telah memeriksa 4 (empat ) orang 
saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi –saksi tersebut yaitu 1.) 
Hj.KARTINI SAPPE binti H. ABU BAKAR (saksi korban) ,saksi 2)  A. 
YENA YETI NINGSIH, S.Pd , 3) HJ. MERSYAMI binti A. SANDUSING, 4) 
SULASTRI NOVITA, S.H. menerangkan hal –hal yang sama yakni 
Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Pemalsuan Surat 
(tanda tangan) yang dilakukan oleh Terdakwa. 
 Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi 
adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau 
menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan dipersidangan. 
 Dalam menilai keterangan seorang saksi. Hakim harus bersugguh- 
sungguh memperhatikan68 :  
- Persesuian antara keteranga saksi satu dengan yang lain ; 
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ; 
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan tertentu; 
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- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya. 
Sehubungan dengan apa yang dinyatakan saksi dalam persidangan 
dan fakta –fakta yang terungkap maka jika dihubungkan dengan ketentua 
Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa pendapat maupun rekaan 
yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan 
saksi. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat 
atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam 
membuktikan kesalahn tedakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna 
pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat 
bukti. Hal seperti ini misalanya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah 
Agung tanggal 15 Maret 1984 reg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini 
ditegaskan bahwa” orang tua redakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, 
tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri – sendiri 
yang tidak didasarkan pada alat- alat bukti yang sah” . 
 Sebagaimana pernyataan Hakim HAMKA S.H, M.H dalam 
wawancara tanggal 11 Juli 2017  yang menilai keterangan saksi bahwa :  
“ saksi yang di hadirkan pada dasarnya mengemukakan hal yang 
sama, yakni mengetahui Terdakwa telah membuat surat yaitu kwitansi 
yang di kemudian hari diketahui surat tersebut palsu.”  
  
Menurut Penulis keterangan saksi yang diutarakan di persidangan 
patut dipertimbangkan mengingat para saksi mengetahui permalsahan 
yang terjadi. Saksi- saksi yang dihadirkan mampu memberikan 
keterangan secara sistematis dan mampu menjawab pertanyaan – 
pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan jaksa penuntut umum. Dengan 
demikia apa yang dinyatakan oleh saksi- saksi tersebut dapat dianggap 
sebagai keterangan saksi. 
2. Menganai Keterangan Terdakwa 
 Keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 (1) 
KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan di siding pengadilan tentang 
perbuatan terdakwa yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
alami sendiri. 
 Dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di 
pesrdangan, semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap 
Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
“  Terdakwa memalsukan surat (tanda tangan) mengatasnamakan 
Hj. KARTINI SAPPE , agar mempermudah Terdakwa dipinjamkan 
uang oleh HJ. MERSYAMI binti ANDI SANDUSING  dengan jaminan 
motor Honda Beat milik Terdakwa sendiri.” 
  
Dengan demikian dari uraian di atas , Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa unsur memperuganakan sebagai surat asli dan dan tidak 
dipalsukan telah terpenuhi. 
 Terhadap perkara tersebut jika berkaitan dengan pernyatan Ahli 
huku Belanda Trapman dalam lisannya pada “ “Juristes Congres”  pada 
tanggal 30 September 1933 di Belanda mengemukakan keduudkan dan 
sikap terdakwa, pembela, jaksa, dan hakim dalam proses pengadilan. 
Kedudukan terdakwa sendiri yakni een subjective beordeling ven een 
subjective positif,  maksudnya adalah kedudukan terdakwa bebas untuk 
mengambil sikap dalam siding, artinya ia hanya mengambil untuk 
membela kepentingannya sendiri ia boleh dusta, boleh menyangkal setaip 
tuduhan dan ini semuanya untu kepentingan sendiri. 
Berdasarkan yang dikemukakan HAMKA S.H, M.H, bahwa mengenai 
hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa Asniana 
Nur binti Muhammad Nur , pemidanaan pada hakikatnya dimaksudkan 
tidak semata- mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi 
juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar 
menyesali perbuatannya dan memperbaiki di kemudian hari. Maka 
dengan memvonis Terdakwa 4 bulan Penjara merupakan layak untuk 
Terdakwa.   
Jika dikaitkan dengan Pasal 189 (4 ) KUHAP yakni keterangan 
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
  
melakukan perbuatan yang didkawakan kepadanya, melainkan harus 
disertain dengan alat bukti, dengan demikian meskipun Terdakwa 
mengakum tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti lain karena yang 
dicapai adalah kebenaran materil.  
3. Mengenai Barang Bukti 
 Dari cara mendapatkan barang bukti dapatlah ditarik kesimpulan 
bahwa barang bukti adalah hasil serangakaiakn tindakan penyidik dalam 
penyitaan, dan atau pengeladahan dan atau pemerikasaan surat untuk 
mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaaanya benda 
bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penututan dan peradilan. Jika dilihat dari Pasal 181 KUHAP 
tentang pemeriksaan barang bukti, sekaan akan ahanya bersifat formal 
saja. Padahal secara materil barang bukti sangat berguna bagi hakim 
untuk menyandarkan keyakinannya, seperi yang kita ketahui KUHAP 
menganut system pembuktian negative, yakni adanya macam- macam 
alat bukti yang ditentukan oleh undang- undang dan adanya keyakinan 
bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak . Namun 
demikian , alat –alat bukti yang ditentukan oleh undang- undang telah 
melebihi minimum pembuktian, teteapi hakim tidak harus yakin bahwa 
terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 
Singkatnya, hakim tidak bias dipaksa yakon berdasarkan alat bukti yang 
  
ada meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat minimum 
pembuktian.69 
 Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai barang 
bukti yakni surat kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 2011 yang 
tanda tangan korban dipalsukan oleh Terdakwa. Sehingga mengakibatkan 
perbuatan hukum yaitu Hj.MERSYAMI meminjamkan uang kepada 
Terdakwa dengan jaminan sepeda motor Honda Beat dan akan 
dikembalikan pada tanggal 3 Juli 2011.  
 Menurut Hakim yang menangani perkara ini menyatakan lebih 
lanjut bahwa :  
“surat kwitansi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ASNIANA 
NUR binti MUHAMMAD NUR,barang bukti yang diajukan telah 
terbukti palsu karena telah diperiksa oleh Labarotarium 
Kriminalistik tanggal 29 Januari i 2015 bahwa tanda tangan atas 
nama Hj. Kartini Sappe yang terdapat pada 1(satu) lembar 
kwitansi yang diterima dari Hj. Andi Mersyami sejumlah uang 
Rp.6.000.000  ( enam juta rupiah ) tertanggal 3 Mei 2011 adalah 
NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda 
dengan tanda tangan Hj. Kartini Sappe .” dengan demikian , unsur 
memalsukan surat pada pasal yang dikenakan oleh Penuntut 
Umum telah terpenuhi. „‟ 
                                                          
69
 Hari Sasangka& Lily Rosita, op.cit hlm 101 
  
 Suatu Proses peradilan berkahir dengan putusan akhir ( vonis) 
yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana . Di dalam suatu 
putusan, Majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusanya. Sebelum sampai 
pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, 
yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana, 
  Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang tekecuali 
apabila dengna sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi. Selain dari apa 
yang diuraikan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adlaah 
untuk dapat dipidananya pelaku , disyratkan “ bahwa tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam 
undang- undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan 
beranggung jawab, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas 
tindakan dan perbuatannya karena tidak adanya alasan pemaaf 
/pembenar atas peniadaan sidat melawan hukum tindak pidana yang 
dilakukannya. Dalam putusan Nomor 157/pid.B/2015/PN.WTP, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut 
penulis sudah sesuao dengna aturan hukum yang beraku seperti yang 
dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan 2 (dua ) alat bukti 
yang sah. Alat buktiyang digunakan Majelis Hakim adalah keterangan 
saksi dan keteranga para terdakwa serta alat bukti yang diajukan 
Penuntut Umum. Dalam mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban 
  
pidana, Majelis Hakim berdasar kepada fakta- fakta yang terungkap di 
persidangan menilai bahwa Tedakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, 
serta terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang 
sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
 Selain hal tersebut, Majelis hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana 
terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sama halnya dengan 
jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat hal – hal yang memberatkan 
yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memalsukan 
surat sehingga Korban  HJ. MERSYAMI menjadi pihak yang dirugikan. 
Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa mengakui 
terus terang atas perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, 
Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, antara Terdakwa dengan Hj. 
Kartini Sappe telah ada perdamaian , menjadi pertimbangan yang 
meringankan oleh Majelis Hakim. Hal ini merupakan pertimbangan 
sosiologis dari hakim yang tidak semata- mata menggunakan 
pertimbangan yuridis normative. 
 Selanjutanya dalam menjatuhkan putusan akhir( vonis ) . Majelis 
Hakim berdasar kepada hal- hal yang terungkap dipersidangan yaitu, 
keterangan saksi, keterangan Terdakwa hingga barang bukti yang 
dikaitkan dengan keyakinan Hakim. Kemudian Hakim menyatakan 
  
Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 
tindak pidana serta menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan Penjara , menetapkan masa penangkpan 
dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada damlam 
tahanan, dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.  
 Penjatuhan hukuman seharusnya dapat memberikan efek jera dan 
tidak semata- mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana tetapi 
juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar insaf dan 
menyadari kekeliruannya menjadi cermin untuk memperbaiki tindakanya. 
Penjatuhan hukuman tersebut bukanlah merupakan balas dendam, tetapi 
merupakan sara mendidik agat Terdakwa menyadari akan kesalahannya 
dan tidak mengulang perbuatannya serta dapat menjadi seorang warga 
Negara yang baik bagi lingkungannya. Selain iut, penjatuhan pidana harus 
memperhatikan hal- hal lain guna memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa 
dan pihak lain . 
  
  
BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka Penulis dapat 
menyimpukan bahwa :  
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana 
pemalsuan surat pada Putusan Nomor 157/pid.B/2015/PN.WTP  
didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui alat- alat bukti seperti 
keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa maupun fakta-
fakta hukum melalui barang bukti. Dalam kasus ini, Jaksa 
menggunakan dakwaan alternative yaitu Jaksa penuntut Umum 
mendakwakan Pasal 263 ayat (1) KUHP atau 310 ayat (1) KUHP. 
Jaksa penuntut Umum memnuntut terdakwa dengan pidana penjara 
selama 4 (empat ) bulan, menurut penulis tuntutan yang diberikan jaksa 
penuntut sudah tepat karena sudah relevan dengan perbuatan dan 
akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya. 
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 157/pid.B 
/ 2015/PN.WTP adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan 
sosiologis . Adapun alat bukti yang digunakan Hakim adlaah 
keterangan saksi, keterangan Terdakwa, beserta barang bukti. Majelis 
Hakim berdasarkan Fakta- fakta persidangan menilai bahwa para 
  
Terdakwa dapat mempertanggungjawakan perbuatannya dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya para 
Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan dan tidak mengurungkan 
niatnya, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam kedaan 
sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, 
serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.  
 
B. Saran 
Adapun saran penulis terkait penelitian kasus ini, adalah :  
1. Penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar setiap 
pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana pemalsuan 
sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman yang berat agar 
pelaku mendap efek jera untuk tindak mengulangi perbuatannya lagi. 
Aparat penegak hukum juga lebih aktif untuk melakukan upaya 
preventif dengan melakukan sosialisasi agar masyarakt mendapatkan 
edukasi mengenai tindak pidana tersebut. 
2. Penulis mengharapkan bagi para masyarakat agar lebih berhati- hati 
untuk melakukan sebuah perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum 
tersebut terkait dengan persuratan, sangat perlu memperhatikan 
kebenaran dan keaslian surat tersebut . Agar tidak terjadi tindak pidana 
yang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak  
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